
BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR TAHUN SO 15

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa guna terbitnya adminis irasi pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah di lingkiingan Pemerintah Kabupaten
Minahasa, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbaagan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu nenetapkan Peraturan Bupati
tentang Standai Opcrasioriftl Prosedur Pengajuan dan
Penetapan Status Penggunaan Barang Miiik Daerah
Pemerintah Daerah Kabiipaten Minaiiaaa.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembenaikan
Daerah-Daerah Tingkat II di Su.awesi;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahvm 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undans?-
Undang Nomor 43 Tahun 1999);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Eiersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepoiisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 T.hun 2003 tentang Keuangau
Negara (Lembaran Negara Rei-ublik Indonesia Tahtin 2003
Nomor 47, Tanibahan Lembanm Negara Republik Indonesii.
Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nompr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahuin 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012 tentang Hibah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan I



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Miiik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Mil k Daerah;

IS.Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata K"rja Inspektorat, Badan Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamoig Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATl MINAHASA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN

STATUS PENGGUNAAN BARANG MiLIK DAERAH PEMERINTAH

DAERPM KABUPATEN MINAHASA

BAB [

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang ciimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

2. Pemerintah Daerah adalah E'.upati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat E'aerah yang disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Minahasa.

5. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda adalah Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Angga-an Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Minahasa atau berasal dart perolehan
lainnya yang sah.

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola adalah pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten
Minahasa.

8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Barang Milik Duerah Kabupaten Minahasa.

9. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan barang milik idaerah dalam bentuk fisik,
administratif dan tindakan upaya hukum.

10. Penggunaan .



10. Penggunaan adalah kegiutan yang dilakukan oieh
pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan inenattv
usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Satuan Kerja P;rangkat Daerah (SKPD) yan^
bersangkutan.

11. Pengelolaan Barang Milik Dat rah adalah rangkaian kegiatan
dan tindakan terhadap b.arang daerah yang meliputi
perencanaan kebiituhan da:i penganggaran, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtangarian, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, jjengawasan dan pengendalian.

12. Penatausahaan adalah ranckaian kegiatan yang melipuri
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milij-:
daerah sesuai dengan kctenu an yang bciiaku.

13. Inventaris adalah kc,platan iiiuuk mekikukan pcndataai:.
pencaLalan dan pclaijuran 'lasil pendaiaan Barang Milik
Daerah,

14. Satuan Kerja Pcrangkat Da'-rah yang yeianjutnya disebut
SKPD adalah perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PR03EDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMEK:INTAH DAERAH KABUPATEN

MINAHASA

Pasal 2

(1) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan
dapat dioperasikan oleh pihak Iain dalam rangka
mendukung pelayanan umun- sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan.

(2) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(3) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan
sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan
Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya
dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya
untuk penyelenggaraan tu^.as dan fungsi berdasarkan
persetujuan Bupati.

(2) Pengalihan status Pengguna: n Barang Milik Daerah dapat
pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan
terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut
kepada Pengguna Barang.

Pasal 4 i



Pasal4

(1) Penetapan status penggunaein tanah clan/atau bangunan
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan, auiu
bangunan digunakan uiii uk kepenlingan pcnycJunggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasu
pengguna.

(2) Pengguna dan/atau kuasa jjengguna wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris
lainnya yang tidak digi.nakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau
kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 5

(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala
Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status
penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Peiigajuan dan Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut :

a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada
SKPD yang bersangkutan kepada pengelola disertai usul
penetapan status penggunaan.

b. Pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Setelah dilakukan penelitian alas kebenaran usulan SKPD,

pengelola m.engajukan usul kepada Bupati untuk ditctapkan
status penggunaannya.

d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan
pelayanan umum sesuai tuga'i pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

e. Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada
huruf d, ditetapkan oleh Bupad.

f. Atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala
SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan
penatausahaan barang daerah 3'ang ada pada pengguna
masing-masing.

BAB II!



BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten MinahasaJ

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 9^

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA

Dit5tapkan di Tondano
Pacia tanggal Jk> JhT

JAriTJE W. SMOW

J. R. KORENGKENG, SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19610427 198710 1 003

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2015 Ncmor


